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Berdasarkan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penulis
menyimpulkan mengenai Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PPU-VIII/2010 Tentang  Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan
Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 telah diterapkan di
Pengadilan Negeri Yogyakarta namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
tidak secara mutlak diikuti atau diterapkan oleh Hakim, hal ini terbukti dengan
dikesampingkannya saksi a de charge. Saksi a de charge tetap dihadirkan dan
didengar kesaksiannya tapi keterangan tersebut tidak memiliki nilai
pembuktian. Adapun beberapa kendala dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini
antara lain saksi yang diajukan terdakwa terkendala jarak yang jauh dari
Pengadilan Negeri Yogyakarta, saksi yang diajukan adalah seorang pejabat
publik, dan sering dipaksakannya menghadirkan saksi meringankan oleh
terdakwa padahal belum tentu ada relevansi dengan alat bukti lain dan
peristiwa yang terjadi. Siapa saja dapat menjadi saksi yang meringankan, tapi
keterangan yang diberikan tidak memiliki nilai pembuktian. Saksi yang





Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran
yaitu Hakim di Pengadilan Negeri pada umumnya termasuk Pengadilan Negeri
Yogyakarta dapat memperhatikan dan mempertimbangkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010, karena Putusan Mahkamah Konstitusi
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